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BUPATI GUNUNG Nf,AS

PROYITSST ITAII}fiA}trTAffi TEtr&ATr

PERATI'RAIT BTIPATI GUNUHG MAS

NoMoR 96 TAHUN zo14

TEI{TAITG

FEITGHAP{'SAS DAI{ PEITJUALA$I KEfiDARAJTSI DIffAS MILIX
PEIilTRIHTAH KABUPATEIS GUI{UI{G MAS

DEITGAN RAHII,IAT TUIIAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 4.

Mengrngat 1"

b.

BUPA?I GI,IIIUIYG MAS,

bahina dalam rangka melaksanakan pei-aturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas, Nomor 31 Tahun ZAll
tentang Pengelolaan tsarang Milik Daerah perlu
l;Ia1-,,r-^-\-rrraALf, i\d.rr pc.rga.tltt^Ai1 tcntang penjualan kendaraan
Dinas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati Cunung lt4as tentang penghapusan dan
Penjualan Kendaraan Dinas Milik pemerintah
Kabupaten Gunung l\4as.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun ZAAZ tentang
Pembentukan Ka_bupaten Katingan, Kahupaten
Seru1,an. Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Ka,1-l-tpaten Gr-r-nr=rng Mas, Ka_br_rpat-en pulang pisa_r*r,

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kaiimantan Tengah (i,embaran lriegara
Republik Inrlonesia Tahun 2AA2 Nomor 18. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1B0);

Undang-undang Nomor 17 Tahun ZO03 tentang
Keuangan Negara (Iembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, ?ambahan Lembaran lrfegara Nomor a286];

Undang-undang Nomor 1 Tahun ZC*4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun zOAq

2.

,J,

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor a355l;



4.

5.

11ar,

12.

13.

t4.

2

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimLrangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2AA4 Nomcr !26,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3aa38);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 20i 1 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{l-embaran Negara Repubti}< Indonesia Tahun 2A11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 523fl;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Ferrjualan Kendaraan Dinas Feror"angan Milik l,legara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Danoalnl^ on 1{ar\dhnln n^^-^1-,r u r rburvtqqt t i aL Laqrtbqri tALi Ciit,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang
Pcngclolaan Barang l"{i1i1< Ncgara/ Daerah ;

i0. Peraturan Pemeriniah i..iomor 38 Tahun 2OA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
haa-^1- 11n1-rr^^+^f 111 ^+^.uavtat r t\auuP4LLtr/ t\uL<4.

Peraturan L4enteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun ZAAT
tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Al4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,4 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008 tentaag Urusan Pernerintah Daerah yang
menjadi Kabupaten Gunung Mas;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3l
Tahun 2A11 tentang Pengelolaan Barang Mltik Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAI{ BT}PATI GUNUI{G ilIAS TEIIITAITG
PEISGITAPUSAH DAN PEISJUALA]g KEIIDARAAIq
DIIiIAS MILIK PEIIIERINTAI.I I(ABUPATTII GIIIUUIIG
MAS. I

It

Menetapkan
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BAB I
KETEIYTUAII UIIIUBI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah aCalah Kabupaten Cunung Ntas;

2- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
nanr..p'ipn ocara Fef-nefintahan f)ar,.eh.bqr( r LiilLi iirLGilGii L.aLi(al ,r

;?. Fernerintahan Daerah adalah pen;ielenggaraan LlrLr-san pemer:intahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnlra dalam sistem cianprinsip Negara Kesa-tr-ran Repr-rtlik Indonesia sebagaimana clima-ksuc1
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas;

5' Der,van Penvakilan Rak-vat Daerah yang selanjutnya di seLrut DPRD adalah
lembaga penr.akilan ral<vat daerah sebagai unsur penry,eienggara
Pemerintahan Daerah;

6. Pengelola Barang Miiik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah
Sekretaris Daerah yang merupakan pejabat -yang berwenang dan
bertanggung jar*"ab rnelakukan kcordinasi pengelciaan barang miiik
daerah;

7. Dinas Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan perangkat
Kerja daerah yang berttlgas dan diberi kewenangan dan bertanggung jawal:
sei:agai Pembantu Pengeiolaan Ba-rang {PPB) dan Pr-rsa-t Informasi BarangMilik Daerah (PIBMD) serta bertanggung jar.vab mengkoordinii
peny,ele n gga r aanrr pe n ge loiaa n ba_ra-n g milik da_e ralr ;

Pengguna Barang Miiik riaerah j,ang seianjutn_r,-a disebut pengguna aciaiah
pejabat oemegans keu,enangan penggunaan barang miiik aaeiatr;

Barang rnilik daerah adalah semua barang -vang dibeii dan atau !,anq
diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau
Perolehan Lainn_va 1,ang sah;

10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang milik daerah
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijuai,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan modal pemerintahan;

1 1' Penjuaian kendaraan Dinas adalah pengalihan kepemilikan barang daerah
kepada pihal< lain dengaii nienerima penggantian dalam ben+.uk *arg;

12. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan },.{iiik Pen:erintah Kabupaten Gunung
Mas, Baik roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau tebih;

13. inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan
Cata Can pelaporan Barang Daerah;

14" Penilaian adalah suatu prcses kegiatan pemilihan rr,ang setrektif d,idasarl<an
pada datal Fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan rnetode
teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Oaerifr; 

I

I,

8.

9.
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15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
bararrg dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat ber.*,enang
untuk tanggung jar,r,ab administrasi dan fisik atas barang )'ang berbeda
dalam penguasaannya;

16. Perutrahan status Hukum adalah setiap perbuatan/ tindakan hukum clari
Pemerinta-h Daera-h,va-r1g mengakibatka_n teCadin-v-a perubahan status
pemilikan/ penguasaan atas barang Daerah;

17.Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung-beroperasinya suatu kenciaraan ;

18. Kas Daerah adalah Rekening Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang
ditempatkan pada Bank Pernbanguiian Kalirnantan ?engah Cabang Kuala
Kurun,

BAB II
JENIS KENDAF.AAN DIIEAS

Pasal 2

Kend,araan Dinas dibagi atas 2 {dua) Jenis l.aitu:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas Oper:a_*sional;

Kenda-raan Dinas C)perasional Srang climaksr.rd pacl_a ayat t hl:_mf Lr, tercliri
dari :

a. Kendaraan Dinas Operasionai Jabatan;
b. Kendaraan Dinas Operasional Khusr_rs ./ Lapangan;

Pasal 3

{1} Kendaraari perorangan dinas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 angka
1. rnerupal<an l<endaraaii C;.nas i-ang dipergunal<an untull pelaksanaan
tugas Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas;

(2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 angka 2, huruf a merupakan kendaraan dinas yang diperlukan oleh unit/
satuan keqja untuk rnelaksanakan tugas pokok sehari-hari secara rutin
dan digunakan secara bersamaan atau bergantian berupa Sed.an, Mini Bus,
-Ieep, Station Wagon, Pick I_lp cla-n Sepeda Motot-, Scooter;

(3] Kendaraan Dinas Operasionai .I(husus 
f l,apangan sebagaimana dimaksud

dala-m Pa,sal 2 angka 2 hr:n"-rf b, merupa,kan kenclaraan clinas yang
dipergunakan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok
dan fr:ngsi sesu-ai kebr.rtu-han elan kondisi lapangan berr,.i-pa Mohil
Ambulans, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Resque, Bus, Mikro Bus,
Sepeda N{otor rocia 2,, Truck, Mobii Box, Aiat-aiat berat, Pesalvat cian
Kendaraan di atas air. I

t

4
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BAB III
SYARAT-SYARAT PEI{JUALAII KENDARAAIS DIITTAS

Bagian Pertama
Kendaraan Perorangan Dinas

Paragraf 1
Persyaratan Teknis

Pasal 4

{1} Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual adaiah kendaraan dinas
l,'ang sudah dipergunakan cleh Bupati Can Wakil Bupati selama 5 {llrna}tahun atau lebih. sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas.

(2) Yang trerhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud,
pad.a a},'at {L} adalah seseorang yang pernah menduduki jabatan Bupati dan
Wakii Bupati dengan masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan L,elum
pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Kabupaten
Grrnttns Mns- -'---''-e)

(.3) Kesempatan r":-ntu-k membeli kenda-raa-n sebaga-imana- cljmaksud pacia a3'at-
{1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 ( sepuruh) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan Administratlf

Pasal 5

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan
perorangan dinas;
1, Keputusan pengangkatan

2. Surat pern3,-ataan belum
daiam tenggang w-aktu 10

pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

pernah membeli kendaraan perorarigan dinas
(sepuluhj tahun;

?

4.

Keputusan penunjukan pemegang kendaraan perorangan dinas;

Berita Acara hasil penelitian Panitia Penjualan.

Bagian kedua
KenCaraan Dinas Sperasional Jabatan

Paragraf !.

Persyaratan Teknis

Pasal 6

(1) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang dapat dijual adalah Kendaraan
Dinas iang teiah disetujui Bupati untuk Cihapus dari daftar In',,entaris
Barang Daerah. \

l!
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{2) Penjualan kendaraan Dinas Operasionai Jabatan diiakukan melalui
pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

(3i Kendaraan Dinas Operasional Jabatan 5,'ang dapat dijual adaiah kendaraan
drnas -Yang sudah berumur 5 {tahun) atau yang karena rllsak d.an tida}<efesien lagi bagi keperluan dinas, sudah aia tienAaraan pengganti dan
tidak rnengganggu kelancaran pelaksanaar tugas.

(4) Yang berhak membeli kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana
dirnaksud paCa ayat (1) adalah Pega-.'.,ai Negeri sipii Pemegang Kendaraan
Dinas, Pensiunan Pegarvai Negeri Sipii Pemegang Keridaiaan Dinas,
-Iandar/Duda Fega',r,ai Negeri Sipii Pernegang l{endaraan Dinas, Ketua dan
Wakil Ketua Dew.an Penvakilan Ral<yat Daerah.

(5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada a1,at
{1,} han"va 1 (satu} kali dalam tenggang r.r,aktu iO {sepuluhJ tahun terakhir.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif

Pasal 7

Persvaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan
dinas operasional Jabatan, antara iain :

1. Keputusan penga-ngkatan sebagai Calon Pega,tr.,a,i Negerl Sipil cl-an
Keputusan Pangkat terakhir;

2. Keputusan Pensiun Pegar,r,ai Negerr Sipil;
3. Keputusan sekragai pemegang kendaraan Dinas;
4. Keputusan Fensiun ianda/Duda PI,{S;
5. Telah mempunvai masa kerja minimai 10 ( sepuluh J tahun dan telah

mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sekurang-kurangnva
5 (limal tahun;

6. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang mempunyai masa bakti S (lima) tahun
)'ang di buktikan eiengan keputusan pengangkatan sebagai anggota DFRD;

7. Sr:rat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dan
kendaraan dinas operasional khusus daiam tenggang rnaktu 10 (sepuiuh)
tahun terakhir bagi PNS, JandalDuda PNS, Ketua dan Wakil ketua DPRD.

Bagian ketiga
Kendaraan Dinas Gperasional Khtrsus / Lapailga$

Pasal I
(1) Kendaraan Dinas Operasional khusus/iapangan yang dapat drjual adalah

kendaraan dinas ]/ang telah disetujui dihapr-rs cleh Bupati dari daftar
inventaris barang daerah.

(2) Penjualan kendaraan dinas ,operasional khusus hanya dapat dilakukan
melalui pelelangan umum I

I
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(3) Kendaraan Dinas Operasional Khusr-ls yang dapat dijual adalah kendaraan
dinas yang sudah berumur 10 {sepuluh) tahun atau lebih, sudah ada
pengganti atau tidak t:rerlgganggu kelancaran pelaksanaan tugas atau
Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang telah dihapus karena Rusak
berat.

(4) Untuk pelelangan umum berlaku ketentuan yang diatur dalam peleiangan
Ncssrn

Fasal I

Fenjualan kendaraan dinas melalui pelelangan umlim dilaksanakan oleh
Kantor Lelang Negara dan Pelelangan Terbatas dilaksanakan Oleh Panitia
Peieiangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan setelah di hapus dari
daftar iaventaris dall daftar Barang 1\4i1ik Daerah.

BAB IV
PE1TGIIAPUSAII KEIIIDARAAII DINAS

Bagian Satu
Syamt-*yar.rat Peaghapuean

Pasal IL

{1} Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dihapus dari daftar inventaris
da-n da-ftar barang milik daerah ada-lah kendaraan yarrg telah berurnu-r 5
(limai tahun atau lebih.

Kendaraan Dinas Operasional JaLratan 1,-ang dapat dihapuskan dari daftar
Inventaris dan daftar Barang milik daerah adalah kendaraan i'ang telah
berumur minimal 5 {lima} tahun atau rusak berat (karena kecelakaan atan
force majeure) dengan kcndisi rnaksimal paling tinggi 30 % {tiga puluh
persenldan tidak efisien lagi dipergunakan untuk keperluan dinas.

Kendaraan Dinas operasional Khusus/Lapangan yang dapat dihapuskan
dari Daftai" inven*,aris dan daf*.ar ba::ang milik daer:ah adaiah kendaraan
yang telah berumur minimal 10 {seputruh} tahun atau rusak berat (karena
kecel.akaan a+"ar.l fcrce mejeure) dengan kond"isi maksimal paling tinggi 3O
oh (tiga Pirluh persen) dan tidak efisien lagi dipergunakan untuk keperluan
dinas. ll

h/

(2)

(3)
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Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan

Pasal L2

Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas
aperasional. .,,ang telah mernenuhi pers},-aratan kepad.a Bu pati.

Bupati Menetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengal
kep'utusan yang susunali perscniln3'a terdiri dari unsur teknis terkait.

Panitia penghapusan sebagaimana dirnal<sud pada a).ar, {2} bertugas
meneliti/memeriksa kondisi kendaraan, dokumen kepemilikan,
administrasi, pengguna, pembiayaan, pemeiiharaan atau perbaikan
maupun da+.a lainnlra ]/ang dipandang perlu dan hasil penelitian
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Untuk disampaikan kepada
Pen crr,lnln

Pengeloia mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk
**elanjutnya ditetapkan dalam Keputusan tentang penghapu-sa-n kendal-a-arr
dinas.

BAB V
PENJUALAIII KENDARAAIIT DINAS

Bagian Kesatu
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 13

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh panitia
Penjualan/Peleiangan KenCaraan Dinas lrza.ng dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 sampai 7 tahun. harga
;ualn;"'a adalah 4ca,h {e:r;:,pat puluh persen} dari harga umum/ pasarin
.\,ang berlaku.

Kendaraan Perorangan Dinas yarg telah berumur 8 (delapan) tahun atau
lebih, harga jualn1,a adalah 2AaA (dua puluh persen) dari harga
umum /pasaran ),an g berlaku.

Pei,;nasan harga pen;ualan kendaraan perorangarl dinas dapat
dilaksanakan dengan cara mencicil per buian dan dilunasi selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun.

Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas terseLrut tetap
terca-tat sebagai bara ng inventaris Pemerintah Da_era-h.

iiepacia pembeii ciikenakan bia-va perbaikan seiama i (satu) tahun terakhir
yang htarus diba-var lunas sekaligus. sebelum sqrat Perjanjian Sew-a Beli di
tandatangani oleh Pengelola atas narna Bupad. I,f

(s)

i6i
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{7} Surat pe{anjian se',v& beli harus mernuat :

a. Besarnya ciciian bulanan atas harga jual kendaraan Cimaksud dengan
ketentuan harus sudah di lunasi selambat*lambatnva dalam jangka
rt'aktu 5 {lima} tahun;

b. Balik nama atas kenclaraan tersebut dapat dilaksanakan apabila
pem'ba;,'aran telah di lunasi.

(8) Harga jual dan braya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan
penerimaan Pernerintah Daerah elan ha-n-rs rlisetor ke Kas lfa-erah.

{9} Sete'lah harga jual kencla,raa,n perora-ngan dinas eliluna,si, maka d:i
keluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
a. Pelepasan irak Pemerint-ah Daerah atas kendaraan perorangan Dinas

tesetru t kepada Pembelinva:
b. Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris

Pemerintah Kabr-rpaten Gunung Mas.

iloj Ber<iasarkarr Keputusan Bupaii dimaksucj pacia ayat (gi, pembeii
kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{i1) Bagi Penjabat Pembeli }'ang tidak dapat memenuhi kervajibannya sesuai
dengan rr,akiu yang telah diieniukan di cabut haknya uniuk rnembeli
kendaraan dimaksud, serta cicilan yang teiah disetor ke Kas daerah tidak
dapat ditagih kembaii dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi
milik Pemerintah Kabupaten Gunung IVIas.

Bagian Kedua
Penjualan rnelalui Lelang Terbatas

Pasal 14

Penjualan kendaraan dinas melalui lelang terbatas dilaksanakan oleh
Panitia Penjuaian/lelang yang ditrentuk dengan Keputusan Bupati.

Panitia Penjualanllelang menetapkan harga limit terendah.

Harga limit terendah sebagairnana a.vat {2} dihitung sebagai berikut :

a. Kenciaraan dinas yang berumur 5-7 tahun harga iimit terendahnva
adalah 40 "/" (empat puluh persen) dari harga rvajar/harga umum
/harga pasaran yang beriaku ditambah <iengan biaya perbaikan yang
dikeiuarkan pemerintah daerah selarna setahun terakhir:

b. Kendaraan dinas ],'ang berumur B tahun atau lebih harga limit
terenclahnya adaidn 2A 7" (dua puiuh persen) riari harga wajar/irarga
umumfharga pasaran yang '!:erlakr-r ditambah dengan bia5,'a perh:aikan
yang <iikeiuarkan Pemerintah Kabupaten Gunung h4as seiama setahun
terakhir.

Paniiia PenjuaiarrlLelang merryampaikarr pemberitahuan akan
melaksanakan lelang terbatas atas kendaraan dinas operasionai jabatan
yarlg telah dise'rujui diirapus kepacla peirlegang kendaraan dir-ras atau ]rang
berhak mengikuti 1e1ang terbatas disertai dengan :

a. Batas harga limit terendah; 
I

b. Batas hari dan i.anggai pemasukan Fenawai'afi; 
L

t1i

t2]

i3l
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Femegang kenCaraan dinas atau -1,-eng berhak *rengikuti lelang terbatas
sebagai peserta lelang terbatas menyampaikan permohonan pena\{,'aran
atas kendaraan dinas dimaksud.

Harga pena\varan yang dapat disetujui oieh Panitia Penjualan/letang
adalah harga pena\.4/aran diatas harga iirrit terendah.

(7) Berdasarkan harga pena$raran oiekr peserta lelang, panitia
Penjualanr/Lelang menetapkan harga penjualan kendaraan dinas dengan
Berita Acara.

{B} Harga penjualan kendaraan dinas at'at {7} dibal,ar sekaligus seiambat-
iambatnya 30 (tiga puluhi hari kalender sejak ditetapkan.

{q} Penaw-aran oieh peserta treiang clianggap gugur apabiia :

a. Harga perla\4iaran dibanair harga limrit terendah.
b. Memasukan pena\trararr melebihi batas waktu yang tetah clitetapkan.
c. Belum melunasi harga kendaraan sampai batas waktu yang ditetapkan.

(10)Kendaraan dinas operasional Jabatan yang tidak terjual melalui lelang
terbatas baik oleh iidak ada y-ang melakukan peiiairaran fiiaupun karena
penawaran gugur sebagaimana avat i9) penjualan kembali harr.is rnelalui
lelang umum.

(11)Hasi1 pelelangan/penjualan disetor ke Kas Daerah:

(l2)Setelah harga iual kendaraan dinas dilunasi, maka di keiuarkan
Keputusan Bupati yang menetapkan:
a. Felepasan hak Pemerintah Daerah atas kende.raan perarangan Dinas

tersebut kepaCa PembelinS,'a:
b, Penghapusan Kenctaraan Perarangan Dinas dari Buku Inventaris

Pemerintah l)aerah.

(13)Berdasarkan Keputlrsan Br-rpati dimaks'-rd pada a.\,at (l2), pembeli
kendaraan dinas dapat metrakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai
denga-n ketenti-ran yang berlaku;

Bagian Ketiga
Harga Wajar /Ilarga UmumlHarga Pasaran yang berlaku

Pasal I5

Penilaian harga wqjar/harga umum/harga pasaran yang berlaku d.apat
dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk Bupati dan atau oleh Tim Penilai
dari Instansi,Pemerintah yang berwewenang dan atau oleh pihak Tim Penilai
independen. 

lU
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